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       Bangunan adalah merupakan suatu fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh manusia, baik secara individu maupun kelompok, di dalam menjalani aktifitas kehidupan sehari-hari, sehingga keberadaan dari bangunannya sangat diperlukan/dibutuhkan baik dia bersifat sementara, semi permanen maupun permanent.

       Didalam mendirikan bangunan tersebut memerlukan adanya tempat/lahan/ruang. Agar produk pemabangunan yang dihasilkan tidak bermasalah terhadap manusia, lingkungan dan progam pemerintah dalam pembangunan, perlu adanya acuan sebagai pedoman yaitu peraturan dan persyaratan dalam mendirikan bangunan,.yang diaktualisasikan dengan memberlakukan, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap bangunan yang didirikan/dibangun baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. 

Kata Kunci : Peranan IMB, Mendirikan bangunan.

1. PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

       Bangunan adalah merupakan suatu fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh manusia, baik secara individu maupun sebagai kelompok, di dalam menjalani aktifitas kehidupan sehari-hari, sehingga keberadaan dari bangunan tersebut sangat diperlukan/dibutuhkan baik yang bersifat sementara, semi permanen maupun yang permanent.

Didalam mendirikan bangunan baik yang bersifat sementara, semi permanent maupun permanent akan selalu membutuhkan tempat/lahan/ruang untuk tempat mendirikan atau membangunnya.

Agar keberadaannya dapat bermanfaat bagi kebutuhan manusia serta tidak merusak lingkungan diperlukan adanya suatu peraturan ataupun pedoman sebagai acuan atau landasan dalam mendirikan bangunan. Peraturan atau pedoman dalam mendirikan bangunan tersebut pada umumnya terangkum dalam Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negri No. 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bagunan (IMB) yang dimaksud dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah ijin yang dikeluarkan dalam rangka mendirikan bangunan.

Maksud dari IMB adalah sebagai acuan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan operasional mendirikan bangunan, agar sesuai dengan persyaratan administrasi, persyartan teknis dan program pemerintah dalam pembangunan, terutama dalam pemanfaatan serta penataan  daerah peruntukan atau wilayah atau ruang. 

Mengacu pada pengertian dan maksud dari IMB apakah peranan IMB dalam mendirikan bangunan, Untuk itulah penelitian ini dilakukan. 

1.2  Rumusan Masalah.

       Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukan diatas dapat dirumuskan permasalahannya yang akan dikaji yaitu 

1.1.1 Apakah peranan IMB didalam mendirikan  bangunan 
1.1.2 Apakah akibatnya bila IMB tidak digunakan dalam mendirikan bangunan 

1.3  Batasan Masalah
       Dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas, agar penelitian ini menjadi terarah, maka perlu dibatasi permasalahannya yaitu penelitian ini merupakan penelitian diskriptif, hal ini dilakukan dalam bentuk studi literatur seperti melakukan kajian pada pustaka yang terkait dengan ijin mendirikan bangunan (peraturan dan persyaratan mendirikan bangunan),

1.4  Tujuan Penelitian

       Tujuan penelitian adalah untuk mencari tahu peranan IMB dalam mendirikan bangunan dan akibat yang terjadi bila IMB tidak dipakai atau digunakan dalam mendirikan bangunan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1.4.1  Melakukan analisa untuk mendapatkan peranan yang dimiliki oleh IMB dalam                mendirikan bangunan 
1.4.2 Menganalisa akibat yang terjadi pada bangunan yang tidak memiliki serta berpedoman  pada IMB.

1.5. Manfaat Penelitian.

1.5.1  Memberikan ketertiban dalam mendirikan bangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk menghasilkan pembangunan yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan.

1.5.2 Mengurangi bahkan menghilangkan bangunan yang didirikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang mengurangi keindahan penampakan wajah lingkungan/wilayah/kota. 

1.5.3  Mengendalikan berdirinya bangunan untuk mencapai keseimbangan dalam pemanfaatan lahan atau kawasan antara yang dilindungi dengan yang dibudidayakan serta   melestarikan bangunan yang mempunyai nilai sejarah 

Memberikan masukan bagi instansi pemerintah yang terkait dengan pengeluaran IMB agar bisa tercapai pembangunan yang berkualitas.
2. KAJIAN PUSTAKA

       Landasan yang dapat dipakai sebagai dasar pelaksanaan pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat adalah adanya peraturan dan persyratan medirikan bangunan yang diaplikasikan melalui Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

2.1  Pengertian IMB.

       Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7 Tahun1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimaksud dengan Ijin Mendirikan Bangunan adalah ijin yang dikeluarkan dalam rangka mendirikan bangunan. 

Yang dimaksud Ijin Mendirikan Bangunan seperti ditulis dalam Buku Implementasi Konsepsi Pembangunan Kota Denpasar Berwawasan Budaya, halaman 21, Ijin Mendirikan Bangunan (I M B) adalah Ijin  untuk mendirikan bangunan termasuk ijin bagi bangunan yang  telah berdiri yang dikeluarkan oleh pemerintah/Kepala Daerah/Kabupaten. 
2.2 Maksud IMB

       Maksud dari IMB berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7 Tahun1993 adalah, sebagai acuan bagi Pemerintah dalam mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan operasional mendirikan bangunan, agar sesuiai dengan persyaratan administrasi, teknis dan programnya didalam pembangunan terutama dalam penataan ruang. 

2.3 Tujuan IMB

       Berdasarkan Perda Kota Denpasar No. 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangunan bangunan. tujuan diberlakukannya IMB adalah :

2.3.1  Untuk mengatur pemanfaatan ruang dan mengendalikan pembangunan, agar dapat memiliki tata letak ruang, tata letak bangunan tata lingkungan, estetika/arsitektur bangunan yang teratur dan tertata sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga terpelihara keamanan serta kenyamanan dalam mendirikan bangunan.

2.3.2  Pedoman bagi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka tertib pembangunan, tertib bangunan dan keselamatan bangunan.

2.3.3  Menjaga pelestarian bangunan bangunan yang mempunyai nilai sejarah..

2.4  Manfaat IMB

       Manfaat diberlakukannya IMB dalam mendirikan bangunan adalah :

2.4.1  Bangunan yang akan didirikan /dibangun, dapat memiliki tata letak ruang (lahan   peruntukan), tata bangunan  tata lingkungan, estetika/arsitektur bangunan yang teratur dan tertata sesuai dengan ketentuan teknis dan administrasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota  Denpasar. 

2.4.2  Bangunan yang didirikan akan mendapatkan kepastian dan kekuatan Hukum,   menciptakan pembangunan yang tertib dan teratur. 

2.4.3 Memberikan efektifitas dalam pemanfaatan ruang/lahan kota, sarana prasarana dan fasilitas kota, serta menambah keindahan pada penampakan wajah kota

2.5  Persyaratan Permohonan IMB.

       Adapun persyaratan yang diperlukan dalam permohonan IMB berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7 Tahun1993 adalah :

A. Persyaratan administrasi terdiri dari :1.  Status hak tanah.

 1.  Setiap bangunan yang didirikan harus pada lahan kavling/persil yang status   kepemilikannya jelas seperti berupa sertifikat tanah (SHM, HGB), Surat Kontrak tanah atau Surat Hak Tanah lainnya yang memiliki kekuatan hukum serta tanah tidak dalam keadaan sengketa.

2.  Status Kepemilikan Bangunan.

     Pembuatan surat bukti kepemilikan bangunan mengikuti peraturan pemerintah yang pada pokoknya memuat data pemilik bangunan atau pemohon (identitas pemilik atau pemohon)

3.  Dokumen/surat-surat yang terkait dapat berupa :

4.  Rekomendasi instansi/lembaga yang bertanggung jawab dibidang fungsi khusus (untuk bangunan fungsi khusus).

5.  Dokumen Analisis Mengenai DampakLingkungan/UPL/UKL dan/atau

6. Rekomendasi instansi teknis terkait untuk bangunan diatas/bawah prasarana dan sarana umum.
B.  Persyaratan Teknis.
Kelengkapan dokumen teknis bangunan meliputi :

a. Rencana teknis bangunan yang terdiri dari :

a1  Data umum bangunan yang meliputi : fungsi (klasifikasi) bangunan, luas lantai dasar bangunan, total luas lantai bangunan, ketinggian/jumlah lantai bangunan dan Rencana pelaksanaan.

a2. Rencana teknis bangunan untuk :

1. Rumah tinggal yang tidak bertingkat meliputi: gambar pra rencana terdiri atas gambar site plan/situasi,denah,tampakpotongan dan spesifiksi teknis bangunan     

2. Bangunan bertingkat, bangunan untuk kepentingan umum meliputi 

a.  Gambar rancangan arsitektur terdiri atas gambar site plan /situasi, denah, tampak, potongan dan spesifikasi finishing bangunan.

b. Gambar rancangan struktur terdiri atas gambar struktur bawah (pondasi), struktur atas termasuk struktur atap dan spesifikasi struktur bangunan.

c. Gambar rancangan utilitas terdiri atas gambar sistim utilitas, gambar sistem pencegahan dan pengamanan kebakaran, sistem sanitasi, sistem drainase dan spesifikasi utilitas bangunan.

d. Perhitungan struktur untuk bangunan gedung lebih dari dua lantai, dan/atau bentang struktur lebih dari 6 m.

e. Perhitungan kebutuhan utilitas. 

3. Bangunan untuk fungsi khusus persyaratan teknisnya sama dengan persyaratan teknis untuk bangunan bertingkat dan bangunan umum namun harus dilengkapi dengan rekomendasi instansi terkait.

4. Bangunan kedutaan besar negara asing dan bangunan diplomatik, persyaratan teknisnya sama dengan persyaratan teknis untuk bangunan bertingkat dan bangunan umum namun ditambah dengan persyaratan teknis tertentu yang disyaratkan oleh negara yang bersangkutan.
Menurut Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap/Standar Operaton Prosedure (SOP) Pelayanan Perijinan pada Dinas Perijinan Kota Denpasar persyaratan permohonan IMB adalah :

1.  Mengisi formulir permohoan

2.  Salinan (foto copy) tanda pengenal diri yang masih berlaku dari  pemohon

3.  Salinan (foto copy) Bukti Kepemilikan dan Penguasaan Tanah 

4.  Surat Persetujuan Penyanding

5.  Gambar Rencana Bangunan (dua Set) yang terdiri dari :

      a. Untuk bangunan tidak bertingkat : Peta Lokasi, Site Plan, Denah Bangunan, Tampak Depan dan Samping, Potongan melintang dan membujur, tampak pagar depan, utilitas, septiktank dan peresapan, sumur resapan.

     b. Untuk bangunan bertingkat : Peta Lokasi, Site Plan, Denah Bangunan, Tampak Depan dan Samping, Potongan melintang dan membujur, Struktur  kontruksi bangunan,  tampak pagar depan, utilitas, septiktank dan peresapan, sumur resapan.

6.  Foto copy Akte Pendirian Perusahan bila permohonan atas nama badan usaha.

7.  Foto copy pelunasan PBB tahun terakhir.

2.6  Klasifikasi IMB

       Klasifikasi Ijin Mendirikan Bangunan dilakukan berdasarkan atas :

A. Kelompok bangunan tempat tinggal.

a1.  Bangunan, rumah tinggal

     1. KDB = maksimum 75% sepanjang tidak diterapkan lain atau KLB =     maksimum dua kali KDB.

     2. Jarak bangunan diatur berdasarkan keputusan walikota Denpasar. Areal setra dan kuburan tidak diperkenankan untuk dimanfaatkan sebagai jalan umum, kecuali atas persetujuan umat pemilik setra dan kuburan yang besangkutan.

B.  Kelompok bangunan bisnis.

b1. Bangunan perdagangan dan jasa pelayanan regional dan kota

      1. KDB = maksimum 40% atau KLB = tiga KDB 

      2.  Pada ruas jalan yang lebarnya 12 m kebawah jarak bangunan dengan: pagar pekarangan depan minimum 6m, pagar pekarangan samping = 3 m, pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar pekarangan depan untuk kapling disudut jalan dan pagar pekarangan belakang = 3m.

      3. Pada ruas jalan yang lebarnya 12 m keatas jarak bangunan dengan : pagar pekarangan depan = 0,5 m daerah milik jalan, pagar pekarangan samping = 3 m, pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar pekarangan depan untuk kapling disudut jalan dan pagar pekarangan belakang = 3m.

      4. Tempat parkir minimal 20% dari total luas lantai bangunan.

b2. Bangunan perdagangan pelayanan 30.000 – 50.000 penduduk

       1. KDB = maksimum 50% atau KLB = tiga KDB 

       2. Pada ruas jalan yang lebarnya 12 m kebawah jarak bangunan dengan : pagar pekarangan depan minimum 6m, pagar pekarangan samping = 3 m, pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar pekarangan depan untuk kapling disudut jalan dan pagar pekarangan belakang = 3m.

        3. Pada ruas jalan yang lebarnya 12 m keatas jarak bangunan dengan : pagar pekarangan depan = 0,5 m daerah milik jalan, pagar pekarangan samping = 3 m, pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar pekarangan depan untuk kapling disudut jalan dan pagar pekarangan belakang = 3m.

 4. Tempat parkir minimal 20% dari total luas lantai bangunan.

b3.Bangunan perdagangan dengan pelayanan 5.000 penduduk

      1. KDB = maksimum 75% atau KLB = tiga KDB 

      2. Pada ruas jalan yang lebarnya 12 m kebawah jarak bangunan dengan : pagar pekarangan depan minimum 6m, pagar pekarangan samping = 3 m, pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar pekarangan depan untuk kapling disudut jalan dan pagar pekarangan belakang = 3m.

     3. Pada ruas jalan yang lebarnya 12 m keatas jarak bangunan dengan : pagar pekarangan depan = 0,5 m daerah milik jalan, pagar pekarangan samping = 3 m, pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar pekarangan depan untuk kapling disudut jalan dan pagar pekarangan belakang = 3m.

      4. Tempat parkir minimal 20% dari total luas lantai bangunan.

b4.  Bangunan perkantoran

      1. KDB = maksimum 50% atau KLB = empat KDB dengan ketinggian tidak  melebihi  15.00 m

      2. Pada ruas jalan yang lebarnya 12 m kebawah jarak bangunan dengan : pagar pekarangan depan minimum 6m, pagar pekarangan samping = 3 m, pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar pekarangan depan dan pagar pekarangan belakang = 4m.

      3. Pada ruas jalan yang lebarnya 12 m keatas jarak bangunan dengan : pagar pekarangan depan = 0,5 m daerah milik jalan, pagar pekarangan samping = 3 m, pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar pekarangan depan dan pagar pekarangan belakang = 4m.

      4. Tempat parkir minimal 20% dari total luas lantai bangunan.

C.  Kelompok bangunan industri

c1.   Bangunan industri

       1. KDB = maksimum 40% atau KLB = satu KDB 

       2. Pada ruas jalan yang lebarnya 12 m kebawah jarak bangunan dengan: pagar pekarangan depan minimum 6m, pagar pekarangan samping = 2 m, pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar pekarangan depan untuk kapling disudut jalan dan pagar pekarangan belakang = 4m.

       3.  Pada ruas jalan yang lebarnya 12 m keatas jarak bangunan dengan : pagar pekarangan depan = 0,5 m daerah milik jalan, pagar pekarangan samping = 3 m, pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar pekarangan depan untuk kapling disudut jalan dan pagar pekarangan belakang = 4m.

      4. Tempat parkir minimal 20% dari   total luas lantai bangunan.

D   Bangunan sosial

d1.  Bangunan rumah sakit umum (RSU)

      1. KDB = maksimum 40% atau KLB = tiga KDB 

      2. Pada ruas jalan yang lebarnya 12 m kebawah jarak bangunan dengan : pagar pekarangan depan minimum 6m, pagar pekarangan samping = 2 m, pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar pekarangan depan untuk kapling disudut jalan dan pagar pekarangan belakang = 3m.

      3. Pada ruas jalan yang lebarnya 12 m keatas jarak bangunan dengan : pagar pekarangan depan = 0,5 m daerah milik jalan, pagar pekarangan samping = 2 m, pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar pekarangan depan untuk kapling disudut jalan dan pagar pekarangan belakang = 3m.

      4. Tempat parkir minimal 20% dari total luas lantai bangunan.

d2.Bangunan puskesmas, BKIA, poliklinik, puskesmas pembantu

      1. KDB = maksimum 50% atau KLB = dua KDB, khusus bangunan penampung pasien. 

      2. Pada ruas jalan yang lebarnya 12 m kebawah jarak bangunan dengan : pagar pekarangan depan minimum 6m, pagar pekarangan samping = 3 m, pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar pekarangan depan untuk kapling disudut jalan dan pagar pekarangan belakang = 4m.

      3. Pada ruas jalan yang lebarnya 12 m keatas jarak bangunan dengan : pagar pekarangan depan = 0,5 m daerah milik jalan, pagar pekarangan samping = 3 m, pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar pekarangan depan untuk kapling disudut jalan dan pagar pekarangan belakang = 4m.

      4. Tempat parkir minimal 20% dari total luas lantai bangunan.

d3.   Bangunan pendidikan

      1. KDB = maksimum 40% atau KLB = tiga KDB, terkecuali untu TK, KLB =  satu KDB 

      2. Pada ruas jalan yang lebarnya 12 m kebawah jarak bangunan dengan : pagar  pekarangan depan minimum 6m, pagar pekarangan samping = 2 m, pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar pekarangan depan untuk kapling disudut jalan dan pagar pekarangan belakang = 3m.

     3.  Pada ruas jalan yang lebarnya 12 m keatas jarak bangunan dengan : pagar  pekarangan depan = 0,5 m daerah milik jalan, pagar pekarangan samping = 2 m, pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar pekarangan depan untuk kapling disudut jalan dan pagar pekarangan belakang = 3m.

     4.  Tempat parkir minimal 20% dari total luas lantai bangunan.

d4. Bangunan olah raga dan gedung kesenian.

     1. KDB = 20% -  40% atau KLB =   dua KDB     

     2.  Pada ruas jalan yang lebarnya 12 m kebawah jarak bangunan dengan : pagar  pekarangan depan minimum 6m, pagar pekarangan samping = 3 m, pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar pekarangan depan untuk kapling disudut jalan dan pagar pekarangan belakang = 4m.

     3.  Pada ruas jalan yang lebarnya 12 m keatas jarak bangunan dengan : pagar  pekarangan depan = 0,5 m daerah milik jalan, pagar pekarangan samping = 3 m, pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar pekarangan depan untuk kapling disudut jalan dan pagar pekarangan belakang = 4m.

      4. Tempat parkir minimal 20% dari total luas lantai bangunan.

d5.Bangunan kebudayaan meliputi bangunan museum, gedung pameran, kesenian, perpustakaan dan bangunan lainnya yang berfungsi adat/kebudayaan.

     1. KDB = 50%  atau KLB = maksimum dua KDB     

     2.  Pada ruas jalan yang lebarnya 12 m kebawah jarak bangunan dengan : pagar  pekarangan depan minimum 6m, pagar pekarangan samping = 2 m, pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar pekarangan depan untuk kapling disudut jalan dan pagar pekarangan belakang = 3m.

     3.  Pada ruas jalan yang lebarnya 12 m keatas jarak bangunan dengan : pagar  pekarangan depan = 0,5 m daerah milik jalan, pagar pekarangan samping = 2 m, pagar pekarangan samping yang berbatasan dengan jalan = pagar pekarangan depan untuk kapling disudut jalan dan pagar pekarangan belakang = 4m.

    4. Tempat parkir minimal 20% dari   total luas lantai bangunan.

2.6 Rambu Rambu IMB Dalam Mendirikan Bangunan

       Rambu rambu dalam IMB mengandung persyaratan yang menyangkut aturan teknis yang meliputi kekuatan, keamanan dan kenyamanan dari bangunan dan hal-hal lain seperti :

1.  Tata ruang 

Yang dimaksud dengan Tata Ruang adalah suatu perencanaan yang bertujuan untuk  mengatur pemanfaatan lahan/wilayah/ruang, dalam rangka menempatkan pusat pusat pelayanan yang terintegrasi, sehingga terjadi keseimbangan dalam pengembangan wilayah dan efisiensi  pelayanan fasilitas. Dalam melahirkan pembangunan, Tata Ruang adalah merupakan cermin dalam pemanfaatan wilayah, sehingga perwujudan fisiknya dapat memberikan kontribusi positif, serta dapat menghindari terjadinya pembangunan yang tidak memiliki arah dan menimbulkan  permasalahan dalam pemanfaatan lahan/wilayah/ruang.

2.  Tata bangunan.

Yang dimaksud dengan Tata Bangunan adalah suatu perencanaan yang menata bangunan, agar tercipta ruang sesuai dengan jenis aktifitas yang akan berlangsung dalam bangunan. Uraian tersebut menunjukkan, Tata Bangunan sangat bermanfaat sebagai saringan, dalam IMB, untuk menampilkan bangunan yang memberikan kontribusi terhadap keindahan ruang. Untuk mengendalikan Tata Bangunan ada tiga aspek yang digunakan yaitu 

a. Aspek bentuk massa bangunan, sosok bangunan, tinggi, kepadatan, jarak   bebas (KDB, KLB, GSB), langgam dan sebagainya yang menentukan ciri dalam perwujudan wajah kota serta mendefinisikan ruang-ruang terbuka kota.

b. Aspek non teknis yang harus diperhatikan sebagai dampak seperti : aspek sosial, budaya, ekonomi, psikologi dan sebagainya.

c. Aspek lingkungan seperti: orientasi, aliran udara, sinar matahari, bayangan (faktor yang berkaitan dengan iklim), warna, texture dan sebagainya.

3.  Tata lingkungan.

Yang dimaksud dengan Tata Lingkungan adalah, suatu perencanaan untuk menata elemen elemen ruang kota, dalam melahirkan suasana yang menunjang fungsi peruntukan kawasan, Untuk memenuhi tuntutan wadah kegiatan, agar nyaman dipakai, serta tidak mengganggu lingkungan, suatu daerah peruntukan  (zonning kegiatan kota), harus mengacu pada Tata Lingkungan yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten, sehingga pemanfaatan wadah kegiatan yang dibangun dapat mencerminkan bangunan yang berbudaya (bangunan yang tidak mengganggu lingkungan). 

4.   Estetika/arsitektur bangunan. 

Di dalam arsitektur, estetika adalah hal yang paling utama dapat dilihat atau dirasakan oleh panca indra warga masyarakat. Adapun estetika yang dimaksudkan disini adalah, keindahan yang dibentuk utamanya oleh arsitektur bangunan (gedung), lainnya  Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK), pedestarian untuk pejalan kaki, Taman Kota, lapangan olah raga, jaringan jalan dan pengaturan lalu lintas serta kebersihan wilayah kota. 

3. KERANGKA KONSEP PENELITIAN

       Untuk dapat mengetahui peranan IMB dalam mendirikan bangunan dilakukan dengan mengadakan studi terhadap pustaka/literatur sebagai data sekunder serta mencari tahu ke intansi pemerintah atau orang yang memahami IMB sebagai data primernya.

Secara diagram kerangka konsep penelitiannya seperti gambar berikut :









4.  METODE PENELITIAN

4.1  Rancangan Penelitian.

       Penelitian ini mengambil bentuk penelitian observasi yang pengamatannya hanya dilakukan pada pustaka atau literatur yang mengungkap tentang Ijin Mendirikan Bangunan. Adapun penelitian ini mendeskripsikan peranan IMB dalam mendirikan Bangunan.

4.2 Jenis Penelitian

       Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif, dimana hasil penelitian tidak merupakan penemuan baru, melainkan hanya menggambarkan sifat suatu keadaan yang terjadi, hal ini dilakukan dengan mengadakan/melakukan penelitian pustaka/literatur yang menguraikan tentang IMB.

4.3  Ruang Lingkup Penelitian.  

       Penelitian ini memfokuskan pembahasannya untuk dapat mengungkap peranan IMB dalam mendirikan bangunan.

4.3 Jenis Data

 Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dalam bentuk kalimat atau uraian yang memberikan gambaran tentang pengertian IMB, maksud, tujuan dan manfaat IMB, persyaratan permohonan IMB, klasifikasi IMB dan rambu-rambu IMB dalam mendirikan bangunan.

4.4 Sumber Data

Data penelitian ini bersumber pada :

1. Data primer adalah data yang didapat   langsung dari nara sumber seperti instansi pemerintah yang terkait dengan IMB dan orang yang memahami IMB.

2. Data skunder adalah data yang didapatkan tidak langsung dari sumbernya seperti literatur/pustaka yang menggambarkan tentang IMB.

4.5 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini, metode pengumpulan datanya menggunakan metode :

1.  Wawancara, dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan nara sumber yang berkompeten dalam masalah IMB baik instansi pemerintah  maupun perorangan.

2. Observasi evaluasi, dengan cara mempelajari, memahami serta menganalisa literatur/pustaka yang mengungkap tentang IMB.  

5. PEMBAHASAN

       Dengan mengacu pada pengertian dari IMB didapat bahwa bila akan mendirikan bangunan baik itu dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat pada umumnya selayaknya harus memiliki IMB karena IMB adalah merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai syarat untuk mendirikan bangunan yang meliputi persyaratan administrasi, persyaratan teknis serta sejalan dengan program pembangunan yang telah ditetapkan.

       Bila menelaah dari maksud, tujuan dan manfaat dari IMB hal-hal yang terkandung didalamnya sebagai pedoman, bila akan mendirikan bangunan yaitu :

1.  IMB adalah sebagai salah satu alat yang dipakai oleh pemerintah dalam mengontrol dan mengawasi pelaksanaan pembangunan dan menetapkan kebijakan operasional mendirikan bangunan terutama yang terkait dengan persyaratan administrasi, teknis serta programnya didalam pembangunan terutama pemanfaatan wilayah atau ruang peruntukan. Dengan demikian:     bangunan yang didirikan akan  mendapat perlindungan hukum dari pemerintah, keamanan bangunan terutama yang menyangkut konstrksi dapat dipertanggung jawabkan, karena didalam IMB rencana konstruksi yang akan dipakai dalam bangunan mendapat legalitas dari instansi pemerintah yang terkait dengan pengeluaran IMB serta penempatan bangunan tidak mengganggu lingkungan karena telah sesuai dengan peruntukan ruang/wilayah yang ditentukan oleh pemerintah.

2.  IMB dapat dipakai sebagai alat untuk melindungi serta melestarikan bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah serta menjaga ketertiban dalam mendirikan bangunan serta menjamin keselamatan bangunan. Dari hal ini IMB dapat dipakai untuk mengamankan, melindungi serta melestarikan bangunan sebagai salah satu unsur cagar budaya.

       Bila menelaah persyaratan permohonan IMB didapat hal-hal yang terkandung didalamnya seperti :

1.  IMB mengandung kepastian hukum baik untuk status kepemilikan bangunan maupun status kepemilikan tanah. 

2.  IMB memiliki pertanggungan jawab terhadap teknis bangunan baik yang menyangkut konstruksi maupun kekuatan 

Dari dua hal tersebut diatas (1 dan 2) mengandung bahwa IMB  dapat dipakai sebagai instrumen ysng menjaga dan melindungi keamanan bangunan terutama yang menyangkut konstruksi dapat dipertanggung jawabkan karena didalam IMB rencana konstruksi yang akan dipakai dalam bangunan mendapat legelitas dari instansi pemerintah yang terkait.

3.  IMB dapat dipakai untuk menata elemen-elemen ruang kota dalam melahirkan suasana yang menunjang fungsi peruntukan ruang.

4.  IMB dapat dipakai mengatur serta menata penampakan wajah bangunan terutama yang berhubungan dengan estetikanya yang dapat dilihat atau dirasakan oleh panca indra manusia (masyarakat) baik yang terdapat pada bangunan itu sendiri maupun ruang luar yang dimilikinya.

Dari dua hal tersebut diatas (3 dan 4) mengandung bahwa IMB menghasilkan bangunan yang tidak mengganggu lingkungan serta dapat menambah keindahan pada penampakan wajah kota

.

        Bila menelaah persyaratan permohonan IMB serta klasifikasi IMB didapat hal-hal yang terkandung didalamnya seperti :

1. IMB mengatur pendirian bangunan sesuai dengan peruntukan fungsi bangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang/wilayah 

2. IMB memberikan efektifitas dalam pemanfaatan ruang/wilayah/lahan kota serta sarana, prasarana dan fasilitas kota

Dari dua hal tersebut diatas (1 dan 2) mengandung bahwa IMB menghasilkan bangunan yang didirikan selaras serta tidak mengganggu lingkungan, dapat memberikan kontribusi positif terhadap perencanaan kota serta menghindari terjadinya pembangunan yang tidak memiliki arah dan menimbulkan permasalahan dalam pemanfaatan lahan kota.

       Bila menelaah rambu-rambu dalam IMB serta klasifikasi IMB didapat hal-hal yang terkandung didalamnya seperti 

1. IMB dapat memberikan bangunan yang sesuai dengan fungsi atau peruntukan : bangunan yang meliputi tata letak, tata bangunan, tata lingkungan serta estetika/arsitektur bangunan yang memberikan dampak terhadap penampakan wajah kota karena penampilan bangunan sudah sesuai dengan program pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah.. 

2. IMB mengatur bangunan sesuai dengan aktifitas yang akan berlangsung dalam bangunan , 

Dari dua hal tersebut diatas (1 dan 2) mengandung bahwa IMB menghasilkan bangunan yang tidak mengganggu lingkungan,. memberi kontribusi terhadap penampakan wajah kota dalam menciptakan keindahan arsitektur kota,

6. SIMPLAN DAN SARAN

6.1  Simpulan.

       Berdasarkan dari pembahaan yang telah dilkukan terhadap IMB dapat disimpulkan hal-hal yang menggambarkan peranan IMB dalam mendirikan bangunan diantaranya adalah hal hal seperti :

1. IMB sebagai salah satu alat yang dipakai  mengontrol dan mengawasi pelaksanaan pembangunan dan menetapkan kebijakan operasional mendirikan bangunan 

 2. IMB sebagai alat untuk melindungi dan melestarikan bangunan-bangunan bersejarah, menjaga ketertiban membangunan serta menjamin keselamatan bangunan. 

3.  IMB  dapat menjaga dan memberikan keamanan pada bangunan terutama yang menyangkut konstruksi karena mendapat legelitas dari instansi pemerintah yang terkait.

 4. IMB dipakai untuk menghasilkan bangunan yang tidak mengganggu lingkungan serta dapat menambah keindahan pada penampakan wajah kota dalam menciptakan keindahan arsitektur kota,

6.2 Saran  

 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat menghasilkan bangunan yang tidak mengganggu program pemerintah dalam pembangunan, bangunan yang didirikan tidak melanggar peraturan pemerintah, bangunan yang didirikan dapat perlindungan hukum, konstruksi bangunan dapat dpertanggung jawabkan karena mendapat legalitas dari pemerintah, penampilan fisik bangunan memberi kontribusi terhadap penampilan wajah arsitektur kota, sehingga dari hal tersebut disarankan kepada yang mendirikan bangunan baik pemerintah maupun masyarakat harus memiliki IMB  serta diterapkan sebagai acuan/pedoman dalam mendirikan bangunan.
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